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ABSTRAK 

 

PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI 

KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 

Oleh : 

Vivi Anggraini 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa 

menyebutkan apa tujuan dari Program Keluarga Harapan dan minim 

pengetahuan tentang PKH, pemutkahiran data yang tidak terbaru sehingga 

penyaluran bantuan sosial PKH yang belum tepat sasaran dimana yang 

menerima PKH adalah masyarakat yang taraf hidupnya diatas kategori miskin. 

pengawasan terhadap pemanfaatan dana PKH yang dinilai masih belum sesuai 

dengan semestinya, dan Program KUBE yang tidak berjalan. Penelitian ini 

dilakukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Peran Pendamping PKH di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, 2) Untuk mengetahui apa saja 

penghambat dalam dalam melakukan pendampingan PKH di Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara dan 

dokumentasi. Informan dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 13 orang yang 

terdiri dari Kasi Kesos Tambang, Pendamping PKH sebanyak 3 orang, 

masyarakat penerima PKH sebanyak 7 orang, dan masyarakat bukan penerima 

PKH 2 orang . Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan 

dapat disimpulkan bahwa peran pendamping Program Keluarga Harapan di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berperan dengan baik. Adapun 

faktor penghambatnya yaitu: KPM tidak hadir sosialisasi, Sosilasasi tidak rutin 

dilakukan, kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan 

PKH sehingga sering disalahgunakan, KPM PKH masih banyak yang belum 

memilki KIS, beberapa KPM baru banyak yang tidak masuk SP2D, sehingga 

saldo mereka nol, kurangnya kesadaran penerima PKH, tidak berusaha untuk 

meningkatkan perekonomiannya. 

 

Kata Kunci: Peran Pendamping, Program Keluarga Harapan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di 

dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan sebuah negara 

berkembang. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan yang 

harus segera diselesaikan. Kemiskinan yang terjadi apabila tidak ditangani secara 

serius akan memberikan dampak yang berkepanjangan. Dampak yang terjadi 

diantaranya adalah dampak di bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang 

kesehatan, kemiskinan dapat menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat miskin 

rentan terjangkit penyakit dan resiko ibu hamil akan kekurangan gizi sehingga 

mempengaruhi pada perkembangan janin dan tingkat kelahiran hidup, sedangkan 

pada bidang pendidikan bertambahnya jumlah anak putus sekolah dari keluarga 

miskin. 

Negara memiliki peran penting dalam mensejahterakan rakyat. Salah satu 

bentuk upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu dengan 

menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 34 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan kewajiban Negara untuk memlihara fakir miskin dan anak 

terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mamberikan 

rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial 
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sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya 

ha katas kebutuhan dasar warga Negara miskin dan tidak mampu.  

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan ekonomi, permasalahan 

ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber 

daya atau factor produksi yang terbatas. Dibawah ini merupakan diagram data 

jumlah dan persentase penduduk miskin: 

Gambar 1.1   

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2010-Maret 2021 

 
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

 

Pada periode Maret 2010–Maret 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia 

mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian 

pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan 

jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 

2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari 

kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan 

persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 

disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Sepuluh 

tahun terakhir pemerintah sudah melakukan banyak usaha dalam menurunkan 
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kemiskinan, sehingga penurunan kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir juga 

berkaitan dan dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Keluarga Harapan di setiap 

daerah di Indonesia. 

Tabel 1.1 

 Data Jumlah Penduduk Miskin Di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar Tahun 2019-2021 

No Nama Desa Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

1. Aursati 1.495 1.515 1.549 

2. Balam Jaya 665 685 781 

3. Gobah 802 822 852 

4. Kemang Indah 1.400 1.420 1.450 

5. Kualu 1.949 1.969 1.999 

6. Kualu Nenas 1.460 1.480 1.510 

7. Kuapan 1.407 1.427 1457 

8. Padang Luas 983 1.003 1.033 

9. Palung Raya 883 903 933 

10. Parit Baru 1.198 1.218 1.248 

11. Pulau Permai  1.061 1.081 1.111 

12. Rimba Panjang 1.673 1.693 1.723 

13. Sungai Pinang 1.409 1.429 1.459 

14. Tambang 1.470 1.490 1.520 

15. Tarai Bangun  4.091 4.111 4.141 

16. Teluk Kenidai 624 644 674 

17. Terantang 1.039 1.059 1.089 

Jumlah 23.609 23.949 24.459 

 Sumber : Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk miskin yang 

terdapat di 17 Desa di Kecamatan Tambang terus mengalami peningkatan, pada 

tahun 2019 sebanyak 23.609 jiwa, pada tahun 2020 sebanyak 23.949 jiwa dan 

pada tahun 2021 sebanyak 24.459 jiwa.  

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengentas kemiskinan 

yaitu adanya Program Keluarga Harapan.  Menurut Peraturan Kementrian Sosial 

Republik Indonesia nomor 1  tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan 

(PKH) bahwa PKH merupakan Program pemberian bantuan sosial bersyarat 

kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data 
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terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan informasi 

kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.  

Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (cast transfer) kepada 

KSM penerima bantuan.  dengan harapan program ini mampu menjadi program 

yang bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat rumah tangga sangat 

miskin. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial 

terhadap warga miskin di Indonesia.  Bantuan PKH ditujukan kepada keluarga 

yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan 

fakir miskin, memiliki komponen kesehatan , pendidikan atau kesejahteraan  

sosial. Sumber dana bantuan PKH berasal dari APBN melalui Kementrian Sosial 

Republik Indonesia, alokasi dana bantuan PKH di Kabupaten Kampar dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 1.2 

 Alokasi Dana Bantuan PKH Kabupaten Kampar Tahun 2019-2021 

Tahun Tahap Nominal (Rp.) Total (Rp.) 

2019 Tahap 1 36.803.225.000  

112.003.675.000  Tahap 2 22.306.525.000 

 Tahap 3 36.803.225.000 

 Tahap 4 16.090.700.000 

    

2020 Tahap 1 21.791.000.000  

110.593.748.000  Tahap 2 21.612.675.000 

 Tahap 3 45.532.773.000 

 Tahap 4 21.657.300.000 

    

2021 Tahap 1 19.964.275.000  

83.678.225.000  Tahap 2 22.386.375.000 

 Tahap 3 19.895.375.000 

 Tahap 4 21.441.200.000 

Sumber : Kantor PPKH Bangkinang Kampar. 

 

Dari tabel alokasi dana bantuan PKH Kabupaten Kampar tahun 2019-2021 

diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 total sumber dana bantuan PKH 
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adalah Rp. 112.003.675.000, pada tahun 2020 sebanyak Rp. 110.593.748.000, dan 

pada tahun 2021 sebanyak Rp. 83.678.225.000, dimana sumber dana bantuan 

PKH tersebut berasal dari APBN yang dikeluarkan melalui Kementrian Sosial RI. 

Kecamatan Tambang memiliki 17 desa yang mana setiap desa memiliki 

jumlah penduduk dan  Keluarga Penerima Manfaat PKH dari tahun ke-tahun yang 

berbeda, seperti pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1.3 

 Jumlah Penduduk dan Keluarga Penerima Manfaat PKH Di Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2021 
 

 

No 

 

 

Nama Desa 

Jmlh 

Pnddk 

Thn 

 2019 

Jmlh 

KPM 

Thn 

2019 

Prbn 

ding

an 

% 

Jmlh 

 Pndduk  

Thn  

2020 

Jmlh 

 KPM  

Thn 

 2020 

perban

dingan 

% 

Jmlh 

Pnddk 

Thn 2021 

J mlah 

KPM 

Tahun 

2021 

Perb

andi

ngan 

% 

1. Aursati 2.466 145 6  2.617 144 6 2.731 160 6 

2. Balam Jaya 1.250 52 4  1.277 51 4 1.325 58 4 

3. Gobah 1.607 60 4 1.682 60 4 1.727 70 4 

4. Kemang Indah 1.694 101 6 1.809 99 5 1.875 112 6 

5. Kualu 13.827 151 1 15.558 150 1 17.279 211 1 

6. Kualu Nenas 3.904 117 3 4.028 113 3 4.217 168 4 

7. Kuapan 3.321 133 4 3.524 130 4 3.657 136 4 

8. Padang Luas 1.888 96 3 1.983 96 5 2.035 103 5 

9. Palung Raya 992 56 6 1.104 54 5 1.110 92 8 

10. Parit Baru 1.336 101 8 1.425 101 7 1.461 101 7 

11. Pulau Permai  2.049 95 5 2.163 84 4 2.236 125 6 

12. Rimba Panjang 6.728 118 2 7.961 116 1 8.771 174 2 

13. Sungai Pinang 2.902 93 4 3.215 91 3 3.347 136 4 

14. Tambang 3.580 106 3 3.580 102 3 3.590 145 4 

15. Tarai Bangun  17.230 194 1 18.721 193 1 19.832 276 1 

16. Teluk Kenidai 1.637 51 3 1.844 51 3 2.007 61 3 

17. Terantang 2.563 141 6 2.588 140 5 2.692 158 6 

Jumlah 68.974 1.810 3 % 75.079 1.775 2 % 70.892 2.286 3 % 

Sumber :  Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar, dan 

Kantor PPKH Bangkinang Kampar. 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan bahwa pada tahun 

2019 dari 68.974 penduduk di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebanyak 

 3 % penduduk yang mendapatkan bantuan PKH, pada tahun 2020 dari 75.079 

penduduk, sebanyak 2 % penduduk yang mendapatkan bantuan PKH dan pada 
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tahun 2021 dari 70.892 penduduk,  sebanyak 3 % penduduk yang mendapatkan 

bantuan PKH. 

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan diperlukan sumber daya 

manusia berupa pendamping sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan di dalam Bab III pada pasal 10 tentang Sumber daya manusia. Dimana 

sumber daya manusia terdiri atas: 

a.) Penasihat nasional;  

b.) Tenaga bantuan teknis;  

c.) Tenaga ahli;  

d.) Koordinator regional;  

e.) Koordinator wilayah; 

 

f.) Koordinator daerah kabupaten/kota; 

g.) Supervisor pekerjaan sosial;  

h.) Pendamping sosial;  

i.) Asisten pendamping sosial;  

j.) Administrator pangkalan data.  

 

 Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada peran pendamping 

program keluarga harapan karena Pendampingan merupakan aktor penting dalam 

mensukseskan Program Keluarga Harapan . Pendamping PKH adalah pelaksana 

PKH di tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karena sebagian besar orang 

miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk 

memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. 

Menurut Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 

Harapan Pasal 49 pendampingan PKH terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan 

advokasi. Pendamping mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan 

bantuan PKH kepada KPM yang berada di Kecamatan Tambang sesuai dengan 

peraturan PKH bahwa:  
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a. Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima 

Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran 

b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama 

Keluarga (P2K2)  PKH Paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. 

c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program 

bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, 

ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan.  

Di Kecamatan Tambang terdapat 17 desa, dimana setiap desa memiliki 

pendamping yang berbeda. Seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.4 

Nama-Nama Pendamping PKH Di Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar Tahun 2022 

 

NO NAMA PENDAMPING PKH DESA YANG DIDAMPINGI 

1 Leni Rapika Oktapiani A.Md Tarai Bangun, Teluk Kenidai 

2 Syukriyansyah Putra S.Sos Kualu Nenas, Terantang 

3 Jhon Nefi Adrian S.IP Tambang, Kemang Indah 

4 Febrina Rahayu S.E Kuapan, Palung Raya 

5 Salhana S.Pd Rimba Panjang, Sungai Pinang 

6 Muhammad Sanusi S.H Pulau Permai, Balam Jaya, Gobah 

7 Bowo Putra Bungsu S.Sos Parit Baru, Aursati 

8 Wiwit Indra Yani S.Sos Kualu, Padang Luas 

Sumber : Kantor PPKH Bangkinang Kampar 

Berdasarkan tabel diatas terdapat delapan orang pendamping PKH dimana 

ke delapan pendamping tersebut mengikuti seleksi dan mendaftrakan diri 

melalui website ( Sdmpkh.kemensos.go.id ), masing-masing dari pendamping 

mendampingi desa yang berbeda-beda, ada satu pendamping yang mendapat 2 

desa dan ada pendamping lain yang mendapat 3 desa di Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 
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Pada saat pra riset peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat 

Kecamatan Tambang yaitu 1 orang masyarakat penerima PKH dan 1 orang 

masyarakat bukan penerima PKH terkait dengan persepsinya mengenai peran 

pendamping Program Keluarga Harapan di Desa tersebut. Adapun wawancara 

sebagai berikut: 

“PKH itu bantuan uang dari pemerintah, untuk biaya sehari-hari, 

kalau kewajiban kurang tahu hanya datang setiap pertemuan saja” 

(Sumber: wawancara dilakukan dengan ibu Reza sebagai masyarakat 

penerima PKH pada Tanggal 24 September 2021) 

 

“Yang dapat bantuan PKH yaitu orang kaya yang mempunyai 

rumah dan mobil pribadi, sementara banyak dari kami yang hidupnya 

susah. Dan memenuhi kriteria, contoh saya suami sudah tidak ada , punya 

anak 3 orang kecil-kecil, kerja sehari-hari jualan makanan, tidak 

dimasukkan dalam penerima bantuan PKH padahal saya sudah pernah 

mendaftar bantuan PKH,  seharusnya penerima PKH itu dievaluasi 

bagaimana kehidupannya sekarang ini ” (Sumber: wawancara dilakukan 

dengan ibu devi sebagai masyarakat biasa pada Tanggal 20 September 

2021) 

 

 Berdasarkan wawancara awal dan observasi yang dilakukan penulis 

dengan KPM PKH di Kecamatan Tambang, tugas dari pendamping PKH tidak 

sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga bahwa :  

1. Sebagian dari masyarakat tidak bisa menyebutkan apa tujuan dari Program 

Keluarga Harapan dan minim pengetahuan tentang PKH. Seharusnya 

pendamping PKH tidak berhenti ketika selesai melakukan pendataan dan 

pencairan dana untuk keluarga miskin di dampinginya saja, lebih dari itu 

pendamping PKH harus melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan 

Keluarga bersama Keluarga PKH berupa sosialisasi dan edukasi mengenai 

materi Program Keluarga Harapan. Karna tujuan diadakannya sosialisasi 
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pertemuan setiap bulan, adalah untuk meningkatkan pemahaman KPM 

seputar PKH dan meninjau setiap permasalahan yang dihadapi para KPM 

PKH 

2. Pemutakhiran Data yang dilakukan belum setiap saat, sehingga penyaluran 

bantuan sosial PKH tidak tepat sasaran dimana yang menerima PKH ialah 

masyarakat yang taraf hidupnya diatas kategori miskin, seperti 

pengamatan yang dilakukan penulis ada salah satu KPM yang mempunyai 

mobil dan rumah sendiri. Hal ini menjadi kesenjangan karena tidak sesuai 

dengan syarat penerima KPM PKH. 

3. Dari observasi sementara peneliti dengan beberapa KPM PKH ditemukan 

pengawasan terhadap pemanfaatan dana PKH yang dinilai masih belum 

sesuai dengan semestinya, dimana terdapat KPM PKH yang 

membelanjakan uang PKH untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan 

komponennya,  

4. Program KUBE yang tidak berjalan, Tugas pendamping antara lain 

memfasilitasi KPM PKH mendapatkan program bantuan komplementer 

antara lain KUBE (kelompok usaha bersama) yang bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian dan membuat KPM menjadi mandiri. 

 Atas penjelasan-penjelasan di atas, menarik bagi penulis meneliti “Peran 

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar“ Penelitian ini ingin mencari jawaban bagaimana Peran 

Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah.   
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 Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas penulis merumuskan  

permasalahannya sebagai berikut:   

1. Bagaimana Peran pendamping program keluarga harapan (PKH) di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? 

2. Apa faktor penghambat dalam melakukan pendampingan program 

keluarga harapan (PKH) di kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

 Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:   

1. Untuk mengetahui Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 

di Kecamatan  Tambang  Kabupaten Kampar.   

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan pendampingan 

Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar  

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian.   

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan  penulis 

dan menambah ilmu pengetahuan sekaligus menerapkan ilmu  di bidang 

yang dimiliki penulis. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi  

masukan untuk peneliti lain sehingga menimbulkan minat dan dapat  

digunakan sebagai bahan pengembangan teori bagi penelitian.  
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3.  Sebagai salah satu untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan 

Administrasi Negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi enam  

pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi sub-sub, seperti berikut: 

BAB I:  PEMBAHASAN   

 Bab ini merupakan bab pertama yang mana bab ini berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat 

penelitian serta  sistematika penulisan.   

BAB II:  LANDASAN TEORI   

 Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas,, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori 

kebijakan publik, peran, konsep pendamping program keluarga 

harapan, konsep peran pendamping PKH,  konsep program keluarga  

harapan (PKH). 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN   

 Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan 

2.1.1 Kebijakan Publik  

Kebijakan publik menitik beratkan pada “publik dan masalah-

masalahnya”. kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan 

tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana bagaimana persoalan tersebut 

masuk ke agenda kebijakan. Kebijakan memiliki beragam pengertian Istilah 

kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah 

tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-

usulan, dan rancangan-rancangan besar. Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri 

memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar 

pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai 

aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.  

Menurut Dye dalam (Subarsono, 2005) kebijakan publik adalah apapun 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is 

whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas 

karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah 

di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu 

masalah publik  

Menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003) menyebutkan bahwa kebijakan 

publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di 
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masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003) kebijakan terdiri dari beberapa 

komponen yaitu sebagai berikut:  

1. Goal atau tujuan yang diinginkan. 

2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai  

tujuan.   

3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan atau  

keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat  

rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.   

4. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer 

atau sekunder). Dalam hal ini hubungannya komponen-komponen tersebut 

dengan tindakan pemerintah adalah untuk mengatasi masalah-masalah 

yang ada di masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan 

pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diutarakan.  

 Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, Young dan  Quinn, 

yang dikutip oleh Suharto (2010) menyatakan terdapat beberapa  konsep kunci 

yang termuat dalam kebijakan publik:  

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah  tindakan 

yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan  pemerintah yang memiliki 

kewenangan hukum, politis dan finansial  untuk melakukannya.   
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2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan  

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang  

berkembang di masyarakat.   

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik  

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari  

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai  tujuan 

tertentu demi kepentingan orang banyak.   

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk  

memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga  

dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat  

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya  tidak 

memerlukan tindakan tertentu 

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.  

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap  

langkahlangkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan  

sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah  

dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan  

pemerintah.  

2.1.2 Jenis –jenis Kebijakan Publik  

 Kebijakan publik memiliki hirarki yang cukup banyak, namun demikian, 

Nugroho membagi jenis kebijakan publik menjadi tiga kelompok, yaitu:   
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1. Kebijakan publik yang bersifat Makro, yaitu kebijakan atau  peraturan 

yang bersifat umum, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.  

2. Kebijakan yang bersifat Meso, yaitu kebijakan yang bersifat  menengah 

atau memperjelas pelaksanaan, seperti: Kebijakan Menteri, Peraturan 

Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan  Walikota.   

3. Kebijakan yang bersifat Mikro, yaitu: kebijakan yang bersifat  mengatur 

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan 

yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati 

dan Walikota.  

 

2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik  

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip 

dari (Winarno, 2007)  adalah sebagai berikut:  

1. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini 

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. 

Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para 

perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh 

sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus 

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda 

untuk waktu yang lama.  
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2. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda 

kebijakan kemudian dibahas oleh para  pembuat kebijakan. Masalah-

masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah 

terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari  berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan (policy alternative/policy options) yang ada. Dalam 

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 

Dalam tahap ini masing masing aktor akan bersaing dan berusaha  untuk 

mengusulkan pemecahan masalah terbaik.  

3. Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang 

ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari 

alternatif kebijakan tersebut  diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 

legislative, consensus antara  direktur lembaga atau putusan peradilan.  

4. Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan 

menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi 

maupun agenagen. pemerintah di tingkat bawah.  Kebijakan yang telah 

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan 

sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai 

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan 

mendapat dukungan para pelaksana (implementery), namun beberapa yang 

lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 
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5. Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan  

akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang  

dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah  

yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran 

atau Kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah publik 

yang telah disampaikan sudah mencapai dampak atau tujuan yang 

diinginkan atau belum. 

 

2.2 Tinjauan Tentang Peran 

2.2.1 Pengertian Peran   

 Pengertian peran menurut Soekanto (2002) yaitu peran merupakan aspek 

yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya apabila seseorang telah 

menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran, Dalam sebuah organisasi 

setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas , 

kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing 

organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson (2002) peran adalah 

seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya 

organisasi. 

 Kemudian menurut Riyadi (2002)  peran dapat diartikan sebagai orientasi 

dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. 

Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan 

berperilaku sesuai harapan orang atau lingkunganya. Peran juga diartikan sebagai 

tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung 
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jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan 

kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam 

mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik 

kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. 

 Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.  Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/ 

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama.  

 Berdasarkan definisi peran yang dikemukakan para ahli diatas, penulis 

dapat mengambil kesimpulan peran adalah seperangkat perilaku dari seseorang 

yang memiliki status tertentu dan menjalankan fungsinya dengan memberikan 

arahan dan motivasi berisi harapan-harapan sehingga dapat melestarikan 

kehidupan struktur sosial masyarakat. 

2.2.2 Aspek-aspek peran  

  Menurut Sarwono (2002) Ada empat golongan peristilahan dalam teori 

peran yaitu: 

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial  

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut  

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

4. kaitan antara orang dan perilaku.  
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2.3 Tinjauan Pendamping Program Keluarga Harapan 

2.3.1 Pengertian Pendamping Program Keluarga Harapan 

Menurut Huraera (2011) pendamping atau pekerja sosial adalah praktik 

pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan  dan melayani 

orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial 

dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang  sedang dihadapinya. 

Pendamping sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping 

dengan klien yang bertujuan untuk dapat memecahkan masalah dan segala 

persoalan yang ada, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber 

dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan, serta dapat meningkatkan aktivitas 

klien terhadap  pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, serta fasilitas pelayanan 

publik  lainnya.  

Pendamping sering dikaitkan dengan pekerjaan sosial dan kegiatan 

pendamping merupakan pekerjaan sosial. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan 

Dan Jaminan Sosial (2016) menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga 

Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak 

kerjakan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial sebagai pelaksana 

pendampingan di tingkat kecamatan. 

Pendampingan merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH. 

pendamping PKH adalah pelaksana PKH di tingkat kecamatan. Pendamping 

diperlukan karena sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak 

memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang 

sesungguhnya. Orang miskin tersebut membutuhkan pejuang yang menyuarakan 
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mereka, yang membantu mereka mendapatkan hak. Pada sisi pelaksana PKH, 

UPPKH Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya di 

seluruh tingkat kecamatan dalam waktu bersamaan. Petugas yang dimiliki sangat 

terbatas sehingga amatlah sulit mendeteksi segala macam permasalahan dan 

melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Jadi pendamping sangat dibutuhkan. 

Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang 

terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi 

kurang lebih 375 RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan 

dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian 

besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan 

pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas 

pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta 

itu sendiri. Pendamping juga bisa ditemui di UPPKH Kabupaten/Kota, karena 

paling tidak sebulan sekali untuk menyampaikan pembaharuan dan perkembangan 

yang terjadi di tingkat kecamatan.  

Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di PPKH Kecamatan yang 

berada di kantor camat, atau di kantor yang dekat dengan PT Pos Indonesia dan 

atau kantor kecamatan di wilayah yang memiliki peserta PKH. Di sini 

pendamping melakukan berbagai tugas utama lainnya, seperti: membuat laporan, 

memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya. 

Secara kelembagaan, Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan 

permasalahannya ke PPKH Kabupaten/Kota. 
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2.3.2. Peran Pendamping Program Keluarga harapan 

Strategi pembangunan sosial yang dilakukan oleh pendamping PKH  

sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. 

Kedudukan pendamping program keluarga harapan sebagai mitra pemerintah dan 

mitra masyarakat maka pendamping dituntut untuk menjembatani berbagai 

kepentingan baik itu kepentingan yang dating dari pemerintah maupun masyarakat  

Keadaan ini seringkali menempatkan pendamping PKH dalam situasi yang 

dilematis. Disatu pihak pendamping harus dapat mengakomodasi akan 

keberlangsungan program di lapangan, akan tetapi kondisi dan situasi di lapangan 

berbicara lain. Kompleksitas lapangan seringkali menuntut pendamping untuk 

bertindak arif dan penuh kesabaran sehingga peran pendamping disini bukan 

hanya sebagai yang serba bias tetapi pendamping dituntut untuk berperan sebagai 

penyeimbang dan sebagai dan sebagai pendengar suara rakyat kecil. 

Pendampingan PKH sebagaimana yang dijelaskan di dalam Permensos RI 

No 1 tahun 2018 dalam pasal 49 tentang Program Keluarga Harapan bahwa, 

kegiatan pendampingan PKH terdiri atas kegiatan Fasilitasi, Mediasi, dan 

Advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan 

fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 

Menurut Kementrian Sosial RI (2015) Empat fungsi utama pendamping kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yaitu : 

1) Fasilitasi menurut Achmad (2018) mempermudah, dalam beberapa definisi 

mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, 

membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan dan membantu. 
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Memfasilitasi yaitu melaksanakan fungsi fasilitasi dalam pendampingan 

sosial baik secara langsung dan tidak langsung kepada KPM selama 

berjalan program keluarga harapan di tingkat kecamatan. Kegiatan 

Fasilitasi meliputi (Sosialisasi dan edukasi, responsivitas terhadap aduan, 

pembinaan dan pengawasan) 

2) Mediasi menurut Rahmadi (2010) adalah sebagai langkah yang diambil 

seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih 

dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. 

Memediasi yaitu melakukan berbagai fungsi mediasi untuk mengayomi 

anggota KPM dalam penyelesaian masalah di keluarga KPM, mengakses 

sumber daya (teknologi, dana, informasi program) dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan program lain selama berjalannya program keluarga 

harapan di tingkat kecamatan. Kegiatan Mediasi meliputi (penyelesaian 

yang dilakukan oleh pendamping untuk mencari jalan keluar dalam 

permasalahan PKH)  

3) Advokasi menurut Notoatmodjo dalam Zulyadi (2014) yaitu sebagai upaya 

pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh 

terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. 

Mengadvokasi Yaitu melaksanakan berbagai fungsi advokasi sebagai 

KPM untuk melakukan pemutakhiran data-data anggota KPM dan 

memverifikasi kan data data itu kembali Serta Pendamping selalu 

mendampingi KPM ke arah yang lebih baik. Kegiatan Advokasi meliputi 

(memastikan penerima bantuan sesuai kriteria dan menjamin bantuan tepat 
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sasaran, memastikan jumlah bantuan sesuai dengan aturan, membantu 

penerima PKH mendapatkan bantuan Komplementer) 

 

2.3.3 Persyaratan untuk menjadi Pendamping PKH 

Menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 dalam pasal 10 ayat 

(1) salah satu sumber daya manusia PKH yaitu pendamping sosial, pendamping 

sosial yang dimaksud bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di 

Kecamatan.   

Persyaratan umum pendamping PKH menurut Kemensos (2019) meliputi: 

1. Sehat jasmani dan rohani 

2. Usia pada saat mendaftar maksimal 35 tahun  

3. Tidak berkedudukan CPNS/PNS/TNI/POLRI atau terikat kontrak kerja 

dengan pihak lain 

4. Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik 

5. Bersedia bekerja purna waktu  

6. Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya  

7. Tidak sedang tersangkut kasus hukum, baik pidana maupun perdata 

8. Pendidikan D.III/D.IV/Sarjana ilmu sosial 

9. Menguasai MS Office. 

 Menurut Habibullah (2011) untuk menjadi pendamping PKH, calon 

pendamping PKH harus memenuhi syarat dan harus melalui beberapa tahap 

seleksi. Beberapa syarat tersebut antara lain: harus berusia sekurang-kurangnya 21 

tahun, pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang bertempat tinggal di 

Kecamatan/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diutamakan berpengalaman 
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sebagai pekerja sosial masyarakat, bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat 

dengan instansi lain, diutamakan memiliki pemahaman di bidang pendidikan dan 

kesehatan, mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan bisa 

berbahasa lokal. 

 

2.4 Tinjauan Program Keluarga Harapan 

2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan  

Menurut Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 

2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan program 

pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang 

terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan telah 

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Bantuan bersyarat 

diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sering juga disebut 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pelayanan sosial seperti: kesehatan, 

pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan dan perlindungan, dsb. 

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan 

kemiskinan. Kedudukan program keluarga harapan berada di bawah tim 

koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun didaerah. Program 

keluarga harapan telah dilaksanakan di berbagai negara dengan nama program 

yang bervariasi. Namun secara konseptual arti aslinya adalah Conditional Cash 

Transfer (CCT), yang artinya bantuan tunai bersyarat. Program ini bukan 

dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang 

diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin dan 

mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian 
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harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun 

sistem perlindungan  sosial kepada masyarakat miskin. 

 

2.4.2 Konsep Program Keluarga Harapan 

Menurut jones dalam Rohman (2009) menyebutkan program merupakan 

salah satu komponen dalam suatu kebijakan. PKH merupakan program lintas 

kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari  badan perencanaan 

pembangunan nasional, departemen sosial, departemen  kesehatan, departemen 

pendidikan nasional, departemen agama, departemen komunikasi dan informatika, 

dan badan pusat statistik. Sejak tahun 2007 pemerintah indonesia sudah 

melaksanakan PKH sebagai upaya  penanggulangan kemiskinan, program ini juga 

dikenal dengan istilah  Conditional Cash Transfer (CCT) dan dianggap telah 

berhasil  menanggulangi kemiskinan yang sedang dihadapi oleh negara-negara  

termasuk di Indonesia. Melalui program PKH, Rumah tangga sangat miskin 

didorong untuk memiliki akses Sebagaimana ditegaskan oleh The  National the 

Association of Social Workers (NAWS) pekerja sosial  mempunyai empat tujuan 

utama yaitu sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan  masalahnya, 

menanggulangi dan secara efektif menjalankan fungsi  sosial.nya. pekerja 

sosial berperan dalam mengidentifikasi kekuatan klien  dan memberikan 

dorongan untuk menciptakan perubahan dalam  hidupnya.  

2. Menghubungkan klien dengan jaringan yang dibutuhkan. Disini pekerja  

sosial berfungsi strategis dalam advokasi sosial maupun menghubungkan  
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klien pada jaringan yang dibutuhkan agar dapat berkembang dan  

mencapai tujuan hidupnya. 

3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar  

berjalan secara efektif peran pekerja sosial disini sebagai pengemban  

program, supervisor, kordinator atau pun konsultan.  

4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengemban kebijakan  

sosial yang berpihak   

5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong 

kesejahteraan maupun ekonomi. 

 

2.5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018 Tentang Program Keluarga Harapan   

2.5.1. Ketentuan Umum Program Keluarga Harapan  

Ketentuan umum Program Keluarga Harapan tercantum dalam Permensos 

Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 tentang ketentuan umum, yaitu pasal 1 sampai 

dengan pasal 5 menyatakan bahwa :  

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah 

Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau 

seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan informasi 

kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat 

PKH.  

2. PKH akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah 

yang sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, 

maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.  
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3. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada 

keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap resiko sosial. 

4. Pemberian bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian /lembaga 

pada Pemerintahan Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada 

pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program 

penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, 

rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.  

5. Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima 

Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah 

memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.  

6. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga 

dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko 

sosial.  

7. Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang 

kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani 

pelaksanaan PKH. 

8. Bantuan komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa 

dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan 

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial 

PKH.  
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9. Kartu combo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang 

elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran 

berbagai bantuan sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.  

10. Kartu keluarga sejahtera adalah kartu combo yang digunakan untuk 

penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai.  

11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang 

dikelompokkan berdasarkan geografis.  

12. Bank penyaluran adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja 

tempat dibukanya rekening atas nama pemberian bantuan sosial PKH 

untuk menampung dana belanja bantuan sosial PKH.  

13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk 

menjamin kebenaran data 

14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.  

15. Pemutakhiran data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh 

data anggota keluarga penerima manfaat PKH.  

16. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga adalah proses belanja secara  

terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada  

keluarga penerima manfaat PKH  

17. Transformasi kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai keluarga 

penerima manfaat PKH 

18. Pengaduan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang sosial 
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Pasal 2 menyatakan bahwa :  

PKH bertujuan: 

a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses 

layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; 

b. Mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan; 

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima 

manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial;  

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan; 

e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga 

penerima manfaat. 

Pasal 3 menyatakan bahwa  

 “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan 

serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki 

komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.  

Pasal 4 menyatakan bahwa:  

1) Sasaran PKH akses merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan 

rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, 

dan/atau kesejahteraan sosial.  

2) PKH akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:  

a. Pesisir dan pulau kecil; 
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b. Daerah tertinggal /terpencil; atau  

c. Perbatasan antar negara.  

Pasal 5 menyatakan bahwa: 

1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

meliputi:  

a. Ibu hamil/menyusui; dan  

b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.  

2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

meliputi: 

a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;  

b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;  

c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan  

d. Anak usia (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang 

belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.  

3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 

3 meliputi: 

a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan 

b. Penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat. 

 

2.5.2. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH 

Hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga 

Harapan tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2018 BAB II tentang hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH, 

yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 9.  
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Pasal 6 menyatakan bahwa:  

Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan:  

a. Bantuan sosial PKH;  

b. Pendamping PKH; 

c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; 

dan  

d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi 

energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.  

Pasal 7 menyatakan bahwa:  

Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk:  

a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan 

protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) 

sampai dengan 6 (enam) tahun;  

b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% 

(delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah 

wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan 

c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan 

kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 

60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat. 

Pasal 8 menyatakan bahwa:  

(1) Keluarga penerima manfaat PKH akses memiliki kewajiban untuk 

kegiatan dalam komponen:  

a. Kesehatan;  
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b. Pendidikan; dan  

c. Kesejahteraan sosial.  

(2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

ketentuan harus:  

a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan 

dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di 

desa bagi ibu hamil/nifas; 

b. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau 

petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi 

menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan  

c. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau 

petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi 

bayi dan balita.  

(3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas 

pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan 

keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan 

bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas tahun).  

(4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c  dengan ketentuan harus:  

a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan 

lokal dan  perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
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(satu) tahun terhadap  anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 

(enam puluh) tahun; dan  

b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, 

merawat  kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal 

bagi penyandang  disabilitas berat.  

Pasal 9 menyatakan bahwa:  

(1) Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dikenakan sanksi.  

(2)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau  

penghentian bantuan sosial PKH.  

 

2.5.3. Pendamping Program keluarga harapan  

Pendamping program keluarga harapan terdapat dalam pasal 49, yaitu :  

1. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri 

atas  kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima 

Manfaat PKH  dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, 

dan kesejahteraan  sosial 

2. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

memastikan  anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan 

memenuhi  kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima 

manfaat PKH.  

3. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  

pendamping sosial.  

4. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:  
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a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima  

Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;  

b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama  

Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap 

bulan;  dan  

c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program  

bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi 

energi,  ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.  

5. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas 

berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan 

Bantuan Sosial  PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.  

6. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  

dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan  

rehabilitasi sosial lanjut usia.  

7. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang 

menangani  urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. 

 

2.5.4. Besaran Nominal Bantuan Sosial PKH 

Berikut rincian bantuan PKH per kategori anggota keluarga yang diterima 

dalam 1 tahun. 

1. Ibu Hamil : Rp 3.000.000  

2. Anak Balita : Rp 3.000.000 

3. Anak SD : Rp 900.000 
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4. Anak SMP : Rp 1.500.000 

5. Anak SMA : Rp 2.000.000 

6. Lansia  : Rp 2.400.000 

7. Disabilitas : Rp 2.400.000 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari 

penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang 

sama. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Beberapa penelitian yang 

terkait dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

NO Sumber Hasil Peneltian Persamaan Perbedaan 

1.  Nama : 

Evi Rahmawati, 

Bagus Kisworo 

 

Judul: 

Peran 

Pendamping 

Dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Miskin Melalui 

Program 

Keluarga 

Harapan 

 

Jurnal: 

Jurnal of Non 

Formal 

Education and 

Pendamping 

memiliki 4 peran 

Keterampilan 

(peran fasilitatif, 

pendidik, 

perwakilan dan 

teknis) faktor 

internal kendala 

yaitu sulitnya 

peserta untuk 

mengumpulkan 

berkas data dan 

beradaptasi 

dengan 

lingkungan baru, 

faktor eksternal 

yaitu 

penginformasian 

dari pusat yang 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

membahas 

mengenai 

Peran 

Pendamping 

Program 

Keluarga 

Harapan. 

1.) Lokasi 

penelitian ini di 

kecamatan 

Semarang 

Tengah, Kota 

Semarang, Jawa 

Tengah. 

Sedangkan 

penulis meneliti 

di Kecamatan 

Tambang 

Kabupaten 

Kampar, Riau 

 

2.) Penelitian ini 

memfokuskan 
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NO Sumber Hasil Peneltian Persamaan Perbedaan 

Community 

Empowerment, 

Universitas 

Negeri 

Semarang, 

Vol.1 (2) 

(Evi & 

Kisworo, 2017) 

sifatnya 

mendadak, faktor 

pendukung yaitu 

antusiasme 

penerima bantuan  

pada faktor 

penghambat dan 

pendukung 

dalam 

pendampingan 

PKH di 

Kecamatan 

Semarang 

Tengah. 

Sedangkan 

penulis 

memfokuskan 

penelitian pada 

Peran 

pendamping 

dalam 

pelaksanaan 

Program 

Keluarga 

Harapan di 

Kecamatan 

Tambang 

Kabupaten 

Kampar 

2. Nama : 

Aulia 

Sholichah, 

Bunyamin 

Maftuh, Elly 

Malihah, Yuni 

Harmawati 

(2020) 

 

Judul: 

Peran 

Pendamping 

Sosial Dalam 

Penanganan 

Konflik 

Keluarga 

Penerima 

Faktor-faktor 

penyebab 

terjadinya yaitu 

keterbatasan 

kuota bantuan 

Program 

Keluarga 

Harapan dan 

kecemburuan 

sosial dari warga 

masyarakat yang 

tidak menerima 

bantuan. 

Kemudian peran 

pendamping 

dalam mengatasi 

konflik adalah 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

membahas 

mengenai 

Peran 

Pendamping 

Program 

Keluarga 

Harapan. 

1.) Lokasi 

penelitian ini di 

Kecamatan 

Patikraja 

Kabupaten 

Banyumas. 

Sedangkan 

penulis meneliti 

di Kecamatan 

Tambang 

Kabupaten 

Kampar,Riau 

 

2.) Penelitian ini 

memfokuskan 
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NO Sumber Hasil Peneltian Persamaan Perbedaan 

Manfaat 

Program 

Keluarga 

Harapan 

 

Jurnal: 

Jurnal Sosiologi 

Pendidikan 

Humanis, 

Institut 

Teknologi 

Telkom 

Purwokerto, 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia, 

Universitas 

PGRI Madiun, 

Vol 5 Nomor 1 

(Sholichah et 

al., 2020) 

dengan cara 

mediasi. 
pada 

Penanganan 

Konflik yang 

terjadi pada 

Program 

Keluarga 

Harapan di 

Kecamatan 

Patikraja 

Kabupaten 

Banyumas. 

Sedangkan 

penulis 

memfokuskan 

penelitian pada 

Peran 

pendamping 

dalam 

pelaksanaan 

Program 

Keluarga 

Harapan di 

Kecamatan 

Tambang 

Kabupaten 

Kampar 

3. Nama : 

Kafriliasari 

(2020) 

 

Judul: 

Kinerja 

Pendamping 

Program 

Keluarga 

Harapan (PKH) 

di Kecamatan 

Kampar 

Kabupaten 

Kampar tahun 

2019. 

Bahwa Kinerja 

Pendamping 

PKH di 

Kecamatan 

Kampar 

Kabupaten 

Kampar tahun 

2019 bisa 

dibilang baik, 

karena 

pendamping telah 

melaksanakan 

kegiatan PKH 

sesuai dengan 

tugas dan 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

membahas 

Pendamping 

Program 

Keluarga 

Harapan. 

1.) Lokasi 

penelitian ini 

Kecamatan 

Kampar 

Kabupaten 

Kampar. 

Sedangkan 

penulis meneliti 

di Kecamatan 

Tambang 

Kabupaten 

Kampar 

 



38 

 

 

NO Sumber Hasil Peneltian Persamaan Perbedaan 

 

 Jurnal: 

JOM FISIP, 

Universitas 

Riau, Vol. 7: 

Edisi II 

(Kafriliasari, 

2020) 

tanggung 

jawabnya, namun 

ada juga 

pendamping 

PKH yang 

kinerjanya 

Lemah 

2.) Penelitian ini 

membahas 

tentang Kinerja 

Pendamping 

PKH , dalam 

melaksanakan 

Program PKH. 

Sedangkan 

penulis 

membahas 

tentang Peran 

dari Pendamping 

Program 

Keluarga 

Harapan  

 

3.) Penelitian ini 

memakai 

indikator dari 

Mangkunegara, 

sedangkan 

penulis memakai 

indikator dari 

Permensos 

Nomor 1 Tahun 

2018 Tentang 

PKH.  

4. Nama : 

Weni Dwi 

Saputri, Eva 

Lidya, Mery 

Yanti  

(2019) 

 

Judul : 

Peran 

Pendamping 

Program 

Keluarga 

Harapan  Di 

Kecamatan 

Bahwa 

pendamping 

berperan dalam 

memfasilitasi 

mentoring, dalam 

memberikan 

pendidikan, 

keterampilan 

teknis kepada 

peserta Program 

Keluarga 

Harapan. Adapun 

kendala internal 

berasal dari 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

membahas 

Pendamping 

Program 

Keluarga 

Harapan. 

1. Lokasi penelitian 

ini di Kecamatan 

Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten 

Ogan Ilir. 

Sedangkan penulis 

meneliti di 

Kecamatan 

Tambang 

Kabupaten Kampar. 

 

2. Penelitian ini 

memakai indikator 

dari Ife, sedangkan 
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NO Sumber Hasil Peneltian Persamaan Perbedaan 

Tanjung Raja, 

Kabupaten 

Ogan Hilir. 

 

Jurnal: 

Jurnal Media 

Sosiologi 

Bidang Ilmu 

Sosial 

Universitas 

Sriwijaya Vol. 

22  

Edisi  1 

(Saputri et al., 

2019) 

konseling dan 

kendala internal 

yaitu akses ke 

desa yang sulit. 

Penggunaan dana 

oleh KPM tidak 

sesuai tujuan 

program dan ada 

kecemburuan 

dari orang yang 

tidak 

mendapatkan 

program bantuan. 

penulis memakai 

indikator dari 

Permensos Nomor 1 

Tahun 2018 

Tentang PKH.  

 

5.  Nama: 

Putri Erika 

Ramadhani, 

Nandang 

Mulyana 

( 2018) 

 

Judul: 

Peran 

Pendamping 

Dalam 

Pengembangan 

Usaha 

Kelompok 

Binaan Program 

Keluarga 

Harapan (PKH) 

( Di Desa 

Lebakagung 

Kecamatan 

Karangpawitan 

Kabupaten 

Garut) 

 

Jurnal: 

Jurnal 

Kolaborasi 

Resolusi 

Konflik 

Universitas 

Bahwa 

pendamping telah 

berperan 

keterampilan 

Fasilitatif, 

Edukasional, 

Keterwakilan dan 

Teknis. 

Hambatannya 

adalah terkait 

dengan kapasitas 

pendamping 

dalam membantu 

mengelola usaha. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

membahas 

Pendamping 

Program 

Keluarga 

Harapan. 

1. Penelitian ini 

memakai indikator 

dari Ife, sedangkan 

penulis memakai 

indikator dari 

Permensos Nomor 1 

Tahun 2018 

Tentang PKH. 

 

2. Lokasi penelitian 

ini di Desa 

Lebakagung 

Kecamatan 

Karangpawitan 

Kabupaten Garut. 

Sedangkan penulis 

meneliti di 

Kecamatan 

Tambang 

Kabupaten Kampar. 

 

3. Penelitian ini 

memfokuskan pada  

Pengembangan 

usaha kelompok 

binaan PKH, 

Sedangkan penulis 

memfokuskan 

penelitian pada 

Peran pendamping 
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NO Sumber Hasil Peneltian Persamaan Perbedaan 

Padjadjaran, 

Volume 2,  

Nomor 1  

(Ramadhani & 

Mulyana, 2018) 

 

dalam pelaksanaan 

Program Keluarga 

Harapan di 

Kecamatan 

Tambang 

Kabupaten Kampar. 

 

 

2.7. Pandangan Islam tentang Peran 

 Sebagai wujud dari kesempurnaan manusia diciptakan allah setidaknya 

memiliki tugas dan tanggung jawab. Pertama sebagai seorang hamba yang 

mempunyai kewajiban untuk beribadah, kedua sebagai khalifah yang memiliki 

jabatan atau kedudukan di dunia.  

  Pengertian peran menurut Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek 

yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya apabila seseorang telah 

menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.  

 Peran yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari amanat dan 

tanggung jawab. Amanat adalah simbol bagaimana seorang muslim terhadap apa 

yang dipercayakannya. Hal ini tertulis dalam firman allah SWT di surat An-Nisa 

ayat 58 

َ لعََلَّكُمۡ  َٰٓأيَُّهاَ ٱلَّذِيهَ ءَامَىىُاْ ٱصۡبزُِواْ وَصَابزُِواْ وَرَابطِىُاْ وَٱتَّقىُاْ ٱللََّّ يَ 

  ٠٢٢تفُۡلحُِىنَ 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. An-Nisa’, 58). 
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 Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa allah SWT mengisyaratkan  seseorang 

untuk senantiasa mempunyai peran.  Peran disini adalah untuk menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, seperti peran yang dimiliki oleh 

seorang pendamping yaitu menyampaikan informasi yang tepat dari atasan 

(UPPKH Kabupaten) kepada keluarga penerima manfaat PKH terkait pemenuhan 

hak dan kewajibannya. 

 Amanat yang di terima seseorang sesungguhnya amatlah berat , bahkan 

semua yang ada dilangit dan dibumi  menolak amanat yang sebelumnya telah 

Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi manusia berani menerima 

amanat tersebut. Padahal ia memiliki potensial untuk mengingkarinya seperti 

firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab  ayat 72  

تِ وَٱلۡۡرَۡضِ وَٱلۡجِباَلِ فأَبََيۡهَ أنَ يحَۡمِلۡىهََا وَأشَۡفقَۡهَ  ىَ  مَ  إوَِّا عَزَضۡىاَ ٱلۡۡمََاوَةَ عَلَى ٱلسَّ

هُُۖ إوَِّهُۥ كَانَ ظَلىُمٗا جَهُىلٗٗ  وسَ    ٢٠مِىۡهَا وَحَمَلهََا ٱلِۡۡ
 Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh (QS. Al-

Ahzab’, 72). 

 

 Pada ayat diatas sudah dijelaskan bahwa manusia (yang memiliki 

kedudukan) rentan untuk mengingkari amanat yang telah di embannya, seseorang 

yang mempunyai status/kedudukan didalam sosial masyarakat seperti seorang 

pendamping PKH, diharapkan berhati-hati dalam melaksanakan peran yang 

diamanatkan kepadanya.  

 Tanggung jawab adalah anugerah tuhan yang diberikan kepada  manusia, 

baik berupa, jabatan, kedudukan (status), maupun nikmat yang sedemikian 

banyak. Dengan kata lain manusia wajib menyampaikan laporkan pertanggung 

jawaban di hadapan allah atas nikmat yang diterimanya. Peran yang dilakukan 
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dari seorang pendamping tidak terlepas dari tugas dan dan tanggung jawabnya.  

Oleh karena itu perlu adanya laporan yang akan dipertanggung jawabkan kelak. 

Rasulullah SAW dalam Hadist yang diriwayatkan oleh  Al-Bukhari , yaitu : 

 
 Artinya : “ Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin 

akan dimintai pertanggung jawabannya”. 

 

2.8. Definisi Konsep 

Adapun Definisi Konsep dari Penelitian ini adalah: 

1. Kebijakan Publik 

Menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003) menyebutkan bahwa kebijakan 

publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di 

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

2. Peran 

Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan (status). Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut 

telah menjalankan suatu peran 

3. Pendamping 

Huraera (2011) pendamping atau pekerja sosial adalah praktik pekerjaan 

sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan  dan melayani orang 

(individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan 

maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: Suatu program penanggulangan 

kemiskinan yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga 
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Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan 

sebagai peserta PKH. PKH sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek 

kesehatan, pendidikan,  kesejahteraan sosial 

4. Program Keluarga Harapan 

Menurut Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia nomor 1  tahun 

2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan 

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan 

rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan  fakir miskin 

dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM)  PKH. 

5. Pendamping PKH 

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial (2016) 

menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 

sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan 

oleh Kementrian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat 

kecamatan. 

 
 

2.9 Konsep Operasional 

 Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus 

dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang 

mempunyai suatu nilai. Penjelasan dan definisi operasional dari variabel-variabel 

penelitian ini sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2  

Konsep Operasional 
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Konsep Indikator Sub Indikator 

PERMENSOS RI 

Nomor 1 Tahun 

2018 Tentang 

Program Keluarga 

Harapan pada 

pasal 49 Tugas 

Pendamping 

Sosial 

1. Fasilitasi 1. Sosialisasi dan edukasi 

2. Responsifitas terhadap aduan 

3. Pembinaan dan pengawasan 

2. Mediasi 1. Konflik bantuan PKH 

2. Penyelesaian konflik dan kendala-

kendala dalam menyelesaikan konflik 

3. Advokasi 1. Kepastian penerima bantuan sesuai 

kriteria dan menjamin bantuan tepat 

sasaran 

2. Memastikan jumlah penerima dan 

jumlah bantuan sesuai dengan aturan 

3. Membantu penerima PKH 

mendapatkan bantuan Komplementer 

 

2.10. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir penelitian akan memberikan arah yang dapat dijadikan 

pedoman bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Kerangka berfikir 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian 

dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka berfikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kerangka Olahan Peneliti 2022 

KEBIJAKAN PUBLIK 

 

Peran Pendamping Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018 pasal 49 tentang tugas Pendamping 

Sosial PKH 

Fasilitasi Mediasi Advokasi 

1. Sosialisasi 

dan edukasi 

2. Responsifitas 

terhadap 

aduan 

3. Pembinaan 

dan 

pengawasan 

1. Konflik bantuan 

PKH 

2. Penyelesaian 

konflik dan 

kendala-kendala 

dalam 

menyelesaikan 

konflik 
 

1. Kepastian penerima 

bantuan sesuai kriteria 

dan menjamin 

bantuana tepat sasaran 

2. Memastikan jumlah 

penerima dan jumlah 

bantuan sesuai dengan 
aturan 

3. Membantu penerima 

PKH mendapatkan 

bantuan 

Komplementer 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif 

itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat 

secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai 

dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara 

mendetail. Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

hasil yang mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Hal ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa peneliti turun langsung ke lapangan untuk memahami 

dan mengkaji tentang Peran Pendamping Keluarga Harapan di Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan, di Kantor Camat Tambang, Kantor PPKH 

Bangkinang Kampar dan juga terkhusus pada pendamping PKH dan masyarakat 

penerima PKH di kecamatan tambang yaitu pada desa Balam Jaya, Pulau Permai 

dan Tambang. Penulis memilih lokasi ini karena permasalahan yang akan diteliti 

terdapat di lokasi ini, dan lebih menonjol dibandingkan lokasi lain yaitu 

kurangnya peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Dan juga peneliti memilih lokasi ini karena alasan 

keterbatasan waktu, kemudahan akses mencari data sehingga penelitian yang 
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dilakukan penulis lebih mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti, dan 

juga karena rekomendasi dari Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambang 

dimana pendamping PKH di tiga lokasi ini adalah pendamping yang paling lama 

menjabat sebagai pendamping PKH di Kecamatan Tambang, sedangkan waktu 

penelitian dilaksanakan pada Juni 2021 sampai selesai. 

 

3.3 Sumber Data 

1. Data Primer. 

Menurut Nazir (2005) Data primer adalah data yang diambil 

langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap 

informan sebagai sumber data penelitian. Sumber data pada penelitian ini 

diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan para pendamping PKH di 

Kecamatan Tambang dan Koordinator PKH Kabupaten Kampar serta para 

penerima PKH di desa yang ada yang di kecamatan Tambang. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh melalui 

sumber pertama, dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen 

tertulis. Data sekunder meliputi Peraturan undang-undang, dokumentasi, 

arsip, karya ilmiah yang berkaitan dengan penjelasan proses-proses 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Keluarga Harapan. 

Dalam hal penelitian ini yang akan menjadi data sekundernya adalah : 

1. Profil Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

2. Data penduduk di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 
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3. Data Pendamping PKH dan Data penerima PKH di Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar 

4. Dan data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, skripsi dan bahan 

bacaan lainnya 

 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik purposive sampling merupakan teknik untuk mengambil sumber data 

penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data 

yang dihasilkan sangat berkualitas (Sugiyono, 2018). 

 

3.5 Informan Penelitian 

 Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu 

peneliti menentukan sendiri sampel/informan berdasarkan kriteria tertentu yang 

telah peneliti tetapkan. Adapun yang peneliti tetapkan sebagai Key Informan 

adalah subjek ataupun individu serta lembaga yang mengetahui permasalahan 

yang akan diteliti, ciri-cirinya antara lain: 

1. Berada di daerah yang diteliti 

2. Mengetahui kejadian/permasalahan 

3. Bisa berargumentasi dengan baik 

4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan 

5. Terlibat langsung dengan permasalahan. 
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Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih 

jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat 

dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1  

Informan Penelitian 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambang 1 

2 Pendamping PKH dan Koordinator PKH Kecamatan 

Tambang 

3 

3 Keluarga Penerima Manfaat PKH 7 

4 Masyarakat biasa (Bukan penerima PKH) 2 

Total 13 

Sumber: Data Olahan Penelitian 2022 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk teknik pengumpulan data dan informasi bagi kepentingan penelitian 

ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu : 

1. Observasi 

Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan Sugiyono (2018). Observasi adalah 

teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat 

gejala-gejala yang ada di lapangan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.  Dalam hal ini peneliti langsung turun ke lokasi 

pelaksanaan PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Observasi 

ini dilakukan guna mengetahui secara detail situasi, kondisi serta keadaan 

para Pendamping dan KPM PKH. Peneliti menggunakan bantuan berbagai 

alat untuk mengumpulkan data di lapangan.  
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2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2018) Wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi dimana sang peneliti 

mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber 

Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai Kepala Seksi Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan Tambang, Koordinator PKH Kecamatan Tambang, 

Pendamping PKH di Kecamatan Tambang, dan Keluarga penerima 

manfaat PKH di Kecamatan Tambang. Wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi dan data mengenai Peran Pendamping PKH di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data 

pribadi dari subjek dan objek penelitian inilah yang disebut dengan metode 

dokumentasi (Sugiyono, 2018). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini peneliti gunakan 

untuk memperoleh data tentang sejarah singkat berdirinya Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar, proses  Pelaksanaan PKH, data-data (jumlah 

penduduk, jumlah pendamping, dan KPM PKH). Teknik ini digunakan 

untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Peran Pendamping PKH 

di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Raco (2010) Analisis data berarti mengolah data, mengorganisir 

data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-

tema yang sama. Penelitian ini menggunakan konsep analisis data Sugiyono 

(2018), yaitu : 

1. Reduksi Data (pengumpulan)  

Data yang akan diperoleh dari lapangan akan beragam, komplek dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting. fokus penelitian ini adalah Peran Pendamping PKH 

di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga data yang dirangkum 

harus sesuai dengan fokus penelitian, data yang dianggap tidak penting dapat 

dibuang untuk memastikan hasil akhir analisis data tidak keluar dari tujuan 

dilakukannya penelitian ini. Data yang sudah direduksi dapat memberikan 

gambaran yang tepat mengenai Peran Pendamping PKH di Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks deskriptif. 

Informasi yang didapatkan Kantor UUPKH Kabupaten Kampar, para 

pendamping PKH di kecamatan Tambang dan KPM PKH. disajikan kedalam 

teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak 

disesuaikan dengan fakta yang ada tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan 

data yang telah direduksi dengan tepat dan benar dengan keadaan di lapangan. 
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Bentuk penyajian data pada penelitian ini berupa teks normatif dalam bentuk 

uraian singkat, bagan dan bentuk catatan lapangan.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang terkumpul berkaitan dengan masalah, maka 

ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat 

dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori 

pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar serta untuk mengetahui faktor penghambatnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tambang 

 Kecamatan Tambang didirikan Tahun 1980 dengan status perwakilan 

Kecamatan Kampar Tambang dari hasil pemekaran Kecamatan Kampar baru di 

menitipkan tahun 1995 dengan nama Kecamatan Tambang dan pejabat pertama 

dari Tahun 1990-1998 di jabat oleh Kamaruzaman R.BA. 

Kemudian Tahun 1998-1999 dijabat oleh Drs Afrizal Abra, kemudian Tahun 

1999-2000 di jabat oleh Drs. Syafrudin Masri, kemudian di Tahun 2000-2001 

dijabat oleh Nursyamsi Saleh, kemudian digantikan oleh Drs. Afrizal Abra dari 

Tahun 2001-2004 dan dilanjutkan oleh Drs. Ranayus dari Tahun 2004-2005 

kemudian Tahun 2005 -2007 dijabat oleh Edy Pratono kemudian Tahun 2007-

2011 dijabat oleh Drs. H. Amansyah, dan kemudian untuk sementara dijabat oleh 

Drs. Jamilus mulai bulan November 2011 sampai Januari 2012. 

  Sejak dari Januari 2012 sampai Februari 2015 Camat Tambang di jabat 

oleh Rakhmat, S.Sos. Dari Februari 2015 sampai dengan Januari 2017 Camat 

Tambang Dijabat oleh H. Mulatua, S.Sos, M.Si. Dari  Januari 2017 sampai 

dengan Mei 2017 Camat Tambang di Jabat oleh Irianto, S.IP. dan dari Mei 2017 

dijabat oleh Al Kautsar, S.STP  sampai dengan bulan Maret 2018, dan dari Maret 

2018 sampai dengan Mei 2022 Camat Tambang di jabat oleh Drs. Abukari, M.Pd, 

dan dari Mei 2022 Camat Tambang dijabat oleh Drs. Jamilus sampai dengan saat 

sekarang ini (Sumber data dari Kantor Camat Tambang) 
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 Pada awal pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 9 Desa yaitu: 

 (1). Desa tambang (2). Desa kuapan (3). Desa aursati (4). Desa padang 

luas (5). Desa kualu (6). Desa gobah (7). Desa rimbo panjang (8). Desa terantang 

(9). Desa teluk kenidai  

 Kecamatan Tambang dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 1990 yaitu :  

1) Pemekaran Kecamatan Kampar sebahagian wilayah menjadi Kecamatan 

Tambang.  

2) Pemekaran Kecamatan Siak Hulu sebahagian wilayah menjadi Kecamatan 

Tapung.  

 Sehingga setelah pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa 

yakni : 

 (1) Desa Tambang (2) Desa Kuapan (3) Desa Gobah (4) Desa Teluk 

Kenidai (5) Desa Aursati (6) Desa Padang Luas (7) Desa Terantang (8) Desa 

Kualu (9) Desa Rimbo Panjang (10) Desa Parit Baru (11) Desa Kemang Indah 

(12) Desa Kuala Nenas (13) Desa Tarai Bangun (14) Desa Sungai Pinang (15) 

Desa Palung Raya (16) Desa Pulau Permai (17) Desa Balam Jaya 

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)  

 Kecamatan Tambang adalah salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten 

Kampar yang luas wilayahnya ± 489,91 km² atau ± 53,298,00 Ha. Tidak ada 

wilayahnya yang berbatasan dengan laut, namun ada sebagian batas alam dengan 

kecamatan lain. Sebanyak 12 dari 17 desa di kecamatan Tambang dilintasi oleh 

Sungai Kampar yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kampar. 
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Batas wilayah Kecamatan Tambang meliputi : 

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung. 

2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu, Perhentian Raja dan 

Kampar Kiri Hilir. 

3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar. 

4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru. 

 Desa yang terluas di Kecamatan Tambang adalah Desa Rimbo Panjang 

dengan luas sekitar 15.058,20 ha atau sekitar 28,25 % dari luas wilayah 

Kecamatan Tambang. Daerah Kecamatan Tambang pada umumnya terletak di 

daerah dataran/hamparan yang dilalui oleh sungai Kampar dan beberapa Sungai 

Kecil lainnya. 

 

4.2 Visi Misi Kecamatan Tambang 

1. Visi Kecamatan Tambang : 

Mewujudkan  Kecamatan Tambang sebagai Kecamatan  yang terdepan 

di Kabupaten Kampar,  aman dan tanggap terhadap bencana  serta pelayanan 

yang prima kepada masyarakat. 

2. Misi Kecamatan Tambang : 

a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Profesional; 

b. Mengaktifkan siskamling di setiap desa 

c. Memberikan penyuluhan tanggap bencana kepada masyarakat. 

d. Meningkatkan disiplin kerja pada pegawai 
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4.3 Strategi Dan Arah Kebijakan 

1. Strategi 

 Strategi penyelenggaraan pada hekekatnya merupakan rumusan terhadap 

persoalan-persoalan dasar yang bersifat penting dan perlu diberikan perhatian  

khusus , Adapun strategi tersebut adalah: 

a. Memperkuat upaya reformasi birokrasi untuk mendorong profesionalisme 

b. Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang terintegrasi 

dengan pemanfaat teknologi informasi 

c. Menerapkan  efisiensi  belanja Daerah dalam mendukung program 

pembangunan 

d. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk 

menumbuhkan jiwa patriotisme budaya olahraga,budaya prestasi, dan 

profesionalitas , serta untuk  meningkatkan partisipasi dan peran aktif 

pemuda di berbagai bidang pembangunan. 

2. Kebijakan 

 Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan 

sebagaimana tercantum di dalam  RPJMD  Kabupaten Kampar tahun  2017-2022 

dan berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Kantor Camat Tambang. 

1. Penyempurnaan sistem rekrutmen aparatur Negara yang transparan dan 

akuntabel 

2. Penguatan kelembagaan manajemen aparatur sipil 
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3. Peningkatan kelembagaan aparat pengawasan intern  pemerintahan (APIP) 

untuk mendukung implementasi sistem pengembalian intern pemerintahan 

(SPIP)  

4. Peningkatan kerjasama antara pemerintahan dan swasta dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik 

5. Penguatan Integrasi berbagai jenis pelayanan publik (Pelayanan Satu Atap 

dan Daerah) Menciptakan layanan satu atap untuk investasi efisien 

perijinan Bisnis menjadi maksimal 15 hari, memberikan kemudahan 

administrasi  yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi 

6. Penyederhanaan  prosedur pelayanan dan percepatan  penerapan ICT (E-

Gov) 

7. Peningkatan SDM Pelayanan kompetensi dan perubahan mentalitas 

budaya melayani, dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam 

perencanaan dan penganggaran 

8. Penguatan inovasi pelayanan public, dan perluasan replikasi pelayanan 

public terbaik (Best Practices) 

9. Penguatan Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak 

pelayanan public, sebagian implementasi UU Desa secara sistematis, 

konsistensi dan berkelanjutan . 

10. Pengendalian belanja pegawai yang meliputi penyusunan kebijakan 

tentang batas maksimum belanja pegawai, review dan assessment proporsi 

belanja  pegawai dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap 

instansi. 
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11. Pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah- 

langkah review dan assessment  belanja operasional kantor dan penerapan 

reward dan punishment untuk efisiensi belanja aparatur. 

12. Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan 

bakat, kreativitas dan aspirasi. 

13. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, kesenian,dan kewirausahaan 

untuk mendukung pembinaan di bidang olahraga kesenian. 

14. Peningkatan apresiasi dan penghargaan kepada generasi muda di bidang 

olahraga, kesenian,dan kewirausahaan  

 

4.4 Penduduk  

 Penduduk dalam suatu daerah adalah indikator yang sangat penting dalam 

pembentukan dan perkembangan suatu daerah, dimana jumlah penduduk sangat 

mempengaruhi kualitas dari perkembangan kecamatan tersebut. Maka untuk 

mengetahui jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tambang  dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1  

Jumlah  Penduduk Kecamatan Tambang Tahun 2019-2021 
 

No Nama Desa 
Jumlah Penduduk 

2019 2020 2021 

1. TAMBANG 3.580 3.580 3.590 

2. KUAPAN 3.321 3.524 3.657 

3. GOBAH 1.607 1.682 1.727 

4. TELUK KENIDAI 1.637 1.844 2.007 

5. AUR SATI 2.466 2.617 2.731 

6. PADANG LUAS 1.888 1.983 2.035 

7. TERANTANG 2.563 2.588 2.692 

8. KUALU 13.827 15.558 17.279 

9. RIMBO PANJANG 6.728 7.961 8.771 

10. PARIT BARU 1.336 1.425 1.461 

11. KEMANG INDAH 1.694 1.809 1.875 

12. KUALA NENAS 3.904 4.028 4.217 

13. TARAI BANGUN 17.230 18.721 19.832 

14. SUNGAI PINANG 2.902 3.215 3.347 

15. BALAM JAYA 1.250 1.277 1.325 

16. PULAU PERMAI 2.049 2.163 2.236 

17. PALUNG RAYA 992 1.104 1.110 

Jumlah 68.974 75.079 70.892 

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar  

4.5 Pendidikan  

 Pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu bangsa, maju atau 

tidaknya suatu bangsa dipengaruhi tingkat pendidikannya. Jumlah pendidikan di 

Kecamatan Tambang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2  

Sekolah di Kecamatan Tambang 

 

Uraian 
Jumlah 

Negeri Swasta Kelas Murid Guru 

TK - 19 25 603 77 

SD 37 - 285 7.716 570 

SLTP 9 - 68 1.440 259 

SMA 2 - 46 1.130 125 

PT/Universitas - - - - - 

Jumlah 48 19 424 10.889 1.031 

Sumber : UPTD Dikpora Kecamatan Tambang 2018 
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Tabel 4.3 

Sekolah Agama Islam di Kecamatan Tambang 

 

Uraian 
Jumlah 

Sekolah Kelas Murid  Guru 

IBTIDAIYAH 12 60 986 121 

TSANAWIYAH 5 15 564 115 

ALIYAH 1 3 49 43 

PESANTREN 1 13 371 56 

Jumlah 19 91 1.970 335 

Sumber : UPTD Dispora Kecamatan Tambang 2018 

4.6 Kesehatan 

Tabel 4.4  

Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tambang 

 

No Fasilitas Kesehatan Jumlah 

1. Puskesmas 2 buah 

2. Puskesmas Pembantu 12 buah 

3. Poliklinik 4 buah 

 

4.7  Infrastruktur 

 Koperasi merupakan layanan yang dapat dimanfaatkan UKM untuk 

meningkatkan usaha seperti pinjaman uang/ barang modal, pengadaan bahan 

baku, pemasaran dan bimbingan usaha. Secara keseluruhan di Kecamatan 

Tambang hanya ada 3 unit KUD (Koperasi Unit Desa), 2 unit Bank dan UED-SP 

yang ada di beberapa desa. 

 Sentra oleh-oleh Khas Kampar “Lopek Bugis” yang terletak di Desa 

Palung Raya merupakan salah satu andalan masyarakat yang mampu menopang 

bagi perekonomian mereka, diperkirakan sudah mencapai ± 35 pedagang jajanan 

khas masyarakat Tambang. 
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 Keberadaan sektor industri menjadi sorotan tersendiri. Saat ini terdapat 3 

unit industri besar, 6 unit industri menengah dan 41 industri kecil/kerajinan, yang 

bergerak dibidang pengolahan hasil tanaman, pembuatan tiang beton, perabot, dan 

lain-lain. Usaha kecil dan mikro ini diharapkan akan lebih meningkat dan 

berkembang untuk tahun yang akan datang. 

 Sarana perekonomian di Kecamatan Tambang terdiri dari 7 pasar 

umum/tradisional, 1.036 toko, 1.963 kios/warung kelontong. Beberapa jumlah 

Sarana Ekonomi dan UMKM yang ada diharapkan dapat menggairahkan serta 

meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat serta sebagai pusat 

interaksi sosial masyarakat pedesaan. 

 Sementara untuk sarana transportasi berupa akses jalan tercatat sepanjang 

± 86 km Jalan Aspal, ± 5 km Jalan Kerikil dan 188,40 km Jalan Tanah. Dari 17 

desa yang ada di Kecamatan Tambang, saat ini sudah tersentuh oleh jalan aspal, 

melalui proyek multiyears Pemkab mulai dari Simp. Danau – Teratak Buluh yang 

melintasi semua Desa se- Kecamatan Tambang dalam jalur DAS Kampar. 

 

4.8 Agama 

 Masyarakat Tambang merupakan masyarakat yang Religius artinya 

Kehidupan selalu  Mempedomani  Ajaran Agama  yang  mereka  anut,  data  Per 

31 Desember 2018 menunjukkan dari 20.432 Jiwa Penduduk Tambang 98 % 

Beragama Islam sedangkan 2 % sisanya adalah agama lain.  
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Tabel 4.5  

Sarana Peribadatan dan Fasilitas Olahraga 

 

Uraian Jumlah 

Masjid 80 

Langgar/Surau 96 

Gereja - 

Vihara - 

Pura - 

Sepakbola 12 

Bola Voli 29 

Bulu Tangkis 21 

Bola Basket - 

Tenis Meja 22 

Futsal 2 

Sumber : Kantor Desa 2019 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait peran pendamping Program 

Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka dapat 

diketahui bahwa peran pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terkait 

peran pendamping PKH diantaranya: 

1. Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

sudah dilaksanakan namun belum optimal, dilihat dari masih terdapatnya 

sosialisasi yang tidak rutin dilakukan oleh pendamping  sekali dalam sebulan, 

masih adanya KPM PKH yang minim pengetahuan tentang program PKH 

yang tidak bisa menyebutkan apa tujuan PKH , masih adanya aduan tentang 

bantuan PKH yang tidak cair padahal sudah di data ulang, dan masih terdapat 

bantuan yang tidak tepat sasaran dimana yang menerima PKH adalah KPM 

yang taraf ekonominya sudah mampu.   
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Pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan PKH yang tidak tegas 

sehingga masih terdapat KPM yang memanfaatkan dana bantuan PKH tidak 

sesuai dengan aturan kebutuhan komponennya.  

Tidak ada konflik yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mengharuskan pendamping untuk 

melakukan mediasi, yang ada hanya berupa aduan-aduan yang dikeluhkan oleh 

KPM kepada pendamping PKH 

Pemutkahiran data yang tidak terbaru dilihat masih ditemukannya bantuan 

sosial PKH yang tidak tepat sasaran, dan tidak berjalannya program KUBE  

(Kelompok Usaha Bersama) yang disebabkan oleh tidak adanya usulan, motivasi 

serta kurangnya anggaran.    

2. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pendampingan PKH Di Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

a. KPM PKH yang tidak hadir pada saat sosialisasi 

b. Masih terdapatnya sosialisasi berupa P2K2 (Pertemuan Peningkatan 

Kemampuan Keluarga) yang tidak rutin dilakukan sekali dalam sebulan  

c. Kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan PKH, 

sehingga sering disalahgunakan 

d. KPM PKH masih banyak yang belum memilki KIS sehingga yang sakit 

harus membuat KIS BPJS berbayar 

e. Beberapa KPM baru banyak yang tidak masuk SP2D, sehingga saldo 

mereka nol, 
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f. Kurangnya kesadaran penerima PKH, yang terlena dengan bantuan-

bantuan yang diperolehnya sehingga terlalu nyaman dan tidak berusaha 

untuk meningkatkan perekonomiannya. 

 

6.2 Saran 

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang peran pendamping Program 

Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, ada beberapa hal 

yang menjadi saran penulis yaitu: 

1. Kepada pendamping PKH, diharapkan untuk lebih meningkatkan tugas 

dan perannya sebagai pendamping agar para KPM mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya sebagai KPM 

PKH. 

2. Kepada penerima manfaat PKH, diharapkan memenuhi kewajibannya 

sebagai penerima bantuan PKH dan terus melakukan komunikasi dengan 

pendamping PKH agar permasalahan atau kendala yang terjadi dapat 

diselesaikan dengan mudah. 

3. Kepada pihak kecamatan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kinerja 

pendamping PKH agar selalu lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.  

4. Dan juga pada saat musdessus seluruh pihak diharapkan untuk saling 

bekerja sama dengan baik untuk menetapkan calon penerima PKH yang 

layak dan sesuai kriteria. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar wawancara kepada Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) 

1. Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang bantuan 

PKH? 

2. Selama ini apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan KPM tentang PKH? 

3. Selama ini apakah bapak/ibu sudah melakukan sosialisasi tentang bantuan 

PKH? 

4. Selama ini apakah ada aduan tentang bantuan PKH? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu dalam merespon aduan yang ada? 

6. Sejauh ini apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam membimbing KPM 

dalam memanfaatkan dana bantuannya? 

7. Apa saja aturan/kebijakan dalam memanfaatkan dana bantuan PKH? 

8. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengawasi penyelewengan penggunaan 

dana bantuan PKH yang tidak sesuai aturan? 

9. Selama ini konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH? 

10. Apa cara yang bapak/ibu gunakan dalam menyelesaikan konflik bantuan 

PKH? 

11. Apa saja kendala dalam menyelesaikan konflik bantuan PKH? 

12. Apa saja kriteria agar bisa mendapatkan bantuan PKH?  dan bagaimana 

cara bapak/ibu menjamin supaya bantuan PKH tepat sasaran? 

13. Hal-hal apa saja yang menghambat pelaksanaan penyaluran bantuan dan 

proses pemilihan KPM yang tepat sasaran? 

14. Menurut bapak/ibu apakah selama ini bantuan PKH sudah tepat sasaran? 

Apa saja yang dilakukan supaya bantuan disalurkan tepat sasaran? 

15. Bagaimana aturan/kebijakan jumlah bantuan PKH untuk para KPM? 

16. Bagaimana cara bapak/ibu memastikan jumlah bantuan PKH yang 

diterima sesuai dengan aturan yang berlaku? 

17. Apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam mengadvokasi/membela KPM 

yang bermasalah dalam penyaluran bantuan PKH? 

18. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa maksud dari bantuan komplementer? 



 

 

19. Sejauh mana bapak/ibu membantu KPM untuk mendapatkan bantuan 

komplementer? 

20. Kendala apa saja yang dialami dalam membantu KPM untuk mendapatkan 

bantuan komplementer? 

Daftar wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH (Program 

Keluarga Harapan) 

1. Sejauh ini apa yang bapak/ibu ketahui tentang bantuan PKH? 

2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping PKH selama 

ini? 

3. Bagaimana cara pendamping PKH dalam merespon aduan yang bapak/ibu 

keluhkan ? dan aduan itu tentang apa? 

4. Selama ini dana bantuan PKH bapak/ibu gunakan untuk kebutuhan apa 

saja? 

5. Selama ini apa yang dilakukan pendamping PKH dalam mengawasi dana 

bantuan PKH yang bapak/ibu terima? 

6. Selama ini konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH? 

7. Bagaimana cara pendamping PKH menyelesaikan konflik tersebut ? 

8. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerima bantuan PKH saat ini? 

Apakah sudah tepat sasaran atau tidak? 

9. Menurut bapak/ibu selama ini sejauh mana pendamping PKH menjalankan 

tugasnya? 

10. Selama ini bagaimana sikap pendamping PKH dalam membantu bapak/ibu 

menyelesaikan permasalahan bantuan PKH ? 

11. Selama ini bagaimana sikap pendamping PKH dalam membantu bapak/ibu 

mendapatkan bantuan komplementer? 

 

Daftar wawancara kepada masyarakat/bukan penerima PKH (Program 

Keluarga Harapan) 

1. Sejauh ini apa yang bapak/ibu ketahui tentang bantuan PKH? 

2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping PKH selama 

ini? 



 

 

3. Bagaimana cara pendamping PKH dalam merespon aduan yang bapak/ibu 

keluhkan ? dan aduan itu tentang apa? 

4. Selama ini apakah bapak/ibu pernah menemukan KPM yang 

menggunakan dana bantuan PKH untuk konsumsi yang menyeleweng? 

5. Selama ini konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH? 

6. Bagaimana cara pendamping PKH menyelesaikan konflik tersebut ? 

7. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerima bantuan PKH saat ini? 

Apakah sudah tepat sasaran atau tidak? 

8. Menurut bapak/ibu selama ini sejauh mana pendamping PKH menjalankan 

tugasnya? 

 

Daftar wawancara kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Tambang 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang kinerja pendamping PKH selama ini? 

2. Konflik apa saja yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH yang 

melibatkan pihak kecamatan tambang? 

3. Sejauh mana koordinasi pendamping PKH dengan pihak kecamatan dalam 

pelaksanaan bantuan PKH? 
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FOTO DOKUMENTASI 

Wawancara bersama Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tambang Bapak 

Khairul Syafri, S.Pd, MH 

 
Wawancara bersama Koordinator PKH Kecamatan sekaligus pendamping PKH di 

Desa Parit Baru dan Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Bapak 

Bowo Putra Bungsu, S.Sos 
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Wawancara bersama Ibuk leni penerima PKH di Desa Balam Jaya Kecamatan 
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Syarat Administrasi Rekrutmen Pendamping PKH 
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SK Pendamping PKH Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2022 
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